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The implementation of e-government is a strategic instrument to
enhance transparency and accountability in local governance. This
study aims to analyze the optimization of e-government
implementation in supporting information transparency through the
official website of the Manggarai Regency Government. The research
employed a qualitative descriptive approach. Data were collected
through website observation, interviews with information service
managers, and document analysis. Data analysis followed the stages
of data reduction, data display, and conclusion drawing. The analysis
framework used the Balanced E-Government Scorecard, which
consists of five dimensions: benefits, efficiency, participation,
transparency, and change management. The findings indicate that
although the Manggarai Regency Government has provided online
public information access, the implementation remains suboptimal.
Major constraints include delayed information updates, limited human
resources, low public awareness, and technical issues on the website.
The study recommends strengthening regulations, improving human
resource capacity, optimizing content management, and enhancing
interactive features to support sustainable public information
transparency.
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Implementasi e-government menjadi instrumen penting untuk
memperkuat keterbukaan serta akuntabilitas dalam tata kelola
pemerintahan daerah. Kajian ini bertujuan menelaah upaya
optimalisasi penerapan e-government dalam menunjang keterbukaan
informasi melalui laman resmi Pemerintah Kabupaten Manggarai.
Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif menggunakan
metode deskriptif. Teknik pengumpulan data mencakup pengamatan
terhadap situs resmi, wawancara dengan pengelola layanan informasi,
serta telaah dokumentasi. Proses analisis data dilaksanakan melalui
tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Kerangka
analisis mengacu pada teori Balanced E-Government Scorecard
yang terdiri atas lima dimensi: manfaat, efisiensi, partisipasi,
transparansi, dan manajemen perubahan. Hasil kajian memperlihatkan
bahwasanya implementasi e-government di Kabupaten Manggarai
telah menyediakan akses informasi publik secara daring, namun belum
optimal. Kendala utama meliputi keterlambatan pembaruan informasi,
keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya sosialisasi kepada
masyarakat, serta masalah teknis pada situs web. Penelitian ini
merekomendasikan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas SDM,
optimalisasi manajemen konten, dan pengembangan fitur interaktif
guna mendukung transparansi informasi publik secara berkelanjutan.
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PENDAHULUAN

Kemajuan informasi memacu aparatur negara untuk meningkatkan kualitas pelayanan
publik lewat penerapan e-government. Pemanfaatan teknologi digital pada penyelenggaraan
pemerintahan diharapkan mampu menaikkan efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas,
sekaligus memperlebar akses warga pada informasi publik. Salah satu bentuk implementasi e-
government di tingkat daerah adalah penyediaan situs web resmi pemerintah sebagai media
informasi, komunikasi, serta pelayanan publik.

Keterbukaan informasi publik ialah prinsip fundamental pada tata kelola pemerintahan
yang demokratis. Melalui keterbukaan informasi, masyarakat dapat mengawasi kinerja
pemerintah serta berpartisipasi dalam proses pembangunan. Namun, dalam praktiknya,
pelaksanaan e-government di berbagai pemerintah daerah belum sepenuhnya optimal. Kendala
yang sering muncul meliputi keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya kualitas dan
pembaruan informasi, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan layanan
digital.

Pemerintah Kabupaten Manggarai telah mengembangkan situs web resmi sebagai
bagian dari upaya penerapan e-government. Meskipun demikian, hasil pengamatan
memperlihatkan bahwasanya pengelolaan dan pemanfaatan situs web tersebut belum
sepenuhnya mendukung transparansi informasi publik secara optimal. Informasi yang tersedia
masih terbatas, pembaruan konten belum konsisten, dan interaksi dengan masyarakat relatif
rendah. Sebab itulah, kajian ini penting untuk menganalisis sejauh apa penerapan e-
government melalui situs web resmi Pemerintah Kabupaten Manggarai telah dioptimalkan
dalam mendukung transparansi informasi publik, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi
dalam implementasinya.

KAJIAN TEORITIS
E-Government

E-government adalah penggunaan sistem digital oleh aparatur negara untuk
memperbaiki mutu penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. United Nations
(2008) menjelaskan e-government sebagai pemakaian teknologi digital sektor publik untuk
menyediakan informasi serta layanan ke masyarakat dengan lebih efektif, efisien, serta
transparan. Sementara itu, Indrajit (2006) menegaskan bahwasanya e-government Bukan
hanya soal penggunaan teknologi, tapi juga menyangkut cara kerja yang berubah, susunan
organisasi yang menyesuaikan, dan pola komunikasi baru antara pemerintah dengan warganya.
Dalam konteks pemerintahan daerah, e-government berfungsi sebagai instrumen strategis
untuk mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Melalui penerapan e-
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government, pemerintah daerah hendaknya mampu meningkatkan efisiensi birokrasi,
memperluas akses informasi publik, serta mendorong part masyarakat dalam proses
pemerintahan.

Transparansi Informasi Publik

Transparansi informasi publik merupakan prinsip esensial dalam praktik pemerintahan
yang demokratis dan akuntabel. Konsep transparansi dipahami sebagai keterbukaan aparatur
negara dalam menyajikan informasi yang valid, jujur, serta mudah diakses oleh masyarakat.
Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan
kewajiban setiap badan publik untuk menyediakan informasi yang berkaitan dengan kebijakan,
program, maupun aktivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Dwiyanto (2011) menyatakan bahwasanya transparansi bertujuan menjamin hak warga
atas informasi sekaligus menjadi sarana pengawasan publik terhadap kinerja pemerintah.
Dalam implementasi e-government, transparansi diwujudkan lewat penyediaan informasi
publik secara daring yang dapat diakses kapan saja, sehingga mengurangi asimetri informasi
antara pemerintah serta warganya.

Website Pemerintah sebagai Media Transparansi

Website resmi pemerintah adalah media penting dalam penerapan e-government.
Melalui situs ini, masyarakat bisa memperoleh informasi, mengakses layanan publik, dan
berkomunikasi langsung dengan pemerintah. Holzer dan Kim (2003) menyatakan bahwasanya
website pemerintah yang efektif harus memenuhi beberapa aspek, antara lain ketersediaan
informasi, kemudahan akses, keterbaruan konten, dan interaktivitas.

Keberadaan website pemerintah daerah memungkinkan masyarakat memperoleh
informasi publik tanpa batasan ruang dan waktu. Namun, efektivitas website sebagai media
transparansi sangat bergantung pada kualitas pengelolaan konten, konsistensi pembaruan
informasi, serta komitmen pemerintah daerah dalam memanfaatkan teknologi informasi secara
berkelanjutan.

Balanced E-Government Scorecard

Balanced E-Government Scorecard ialah kerangka analisis yang dipakai menilai
keberhasilan penerapan e-government secara komprehensif. Model ini mengadaptasi konsep
Balanced Scorecard dengan menyesuaikannya pada konteks pemerintahan digital. Menurut
Indrajit (2006), Balanced E-Government Scorecard mencakup lima dimensi utama, yakni
manfaat (benefit), efisiensi (efficiency), partisipasi (participation), transparansi (transparency),
serta manajemen perubahan (change management).

Dimensi manfaat menilai sejauh mana e-government memberikan nilai tambah bagi
pemerintah dan masyarakat. Dimensi efisiensi berkaitan dengan kemampuan sistem digital
dalam mempercepat proses pelayanan dan menghemat sumber daya. Dimensi partisipasi
menekankan keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan layanan digital. Dimensi transparansi
menilai keterbukaan informasi publik yang disediakan secara daring. Sementara itu, dimensi
manajemen perubahan berkaitan dengan kesiapan sumber daya manusia, dukungan kebijakan,
serta adaptasi organisasi dalam penerapan e-government.
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Kerangka Balanced E-Government Scorecard relevan dipakai pada kajian karena bisa
memberikan gambaran lengkap tentang bagaimana penerapan e-government mendukung
transparansi informasi publik di pemerintahan daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pemilihan
pendekatan tersebut didasarkan pada tujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam
mengenai strategi optimalisasi implementasi e-government dalam menunjang keterbukaan
informasi publik melalui portal resmi Pemerintah Kabupaten Manggarai.

Lokasi penelitian adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai, dengan fokus kajian pada
pengelolaan dan pemanfaatan situs web resmi pemerintah daerah sebagai media e-government.
Informan penelitian ditentukan secara purposive, meliputi aparatur pengelola informasi dan
teknologi, pejabat terkait, serta pihak lain yang terlibat dalam pengelolaan dan penyediaan
informasi publik.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan lewat pengamatan langsung, wawancara dengan
narasumber, dan penelaahan dokumen. Observasi dilakukan untuk menilai ketersediaan,
kualitas, dan pembaruan informasi pada situs web resmi pemerintah daerah. Wawancara
mendalam dilakukan untuk menggali pandangan dan pengalaman informan terkait
implementasi e-government dan transparansi informasi publik. Studi dokumentasi digunakan
untuk menelaah regulasi, laporan, dan dokumen pendukung yang relevan dengan penelitian.

Data dianalisis secara bertahap dengan cara mereduksi, menyajikan, lalu menarik
kesimpulan. Langkah ini mengikuti pendekatan Miles dan Huberman yang menekankan
analisis interaktif agar hasil penelitian lebih jelas dan dapat dipercaya. Untuk menjaga
keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan teknik, sehingga data yang
diperoleh dapat saling menguatkan.

Kerangka analisis penelitian ini mengacu pada Balanced E-Government Scorecard,
yang terdiri atas lima dimensi utama: manfaat, efisiensi, partisipasi, transparansi, dan
manajemen perubahan. Kerangka tersebut dipilih untuk menilai sejauh mana optimalisasi
implementasi e-government mampu mendukung keterbukaan informasi publik di lingkup
pemerintahan daerah Kabupaten Manggarai.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Penerapan E-Government pada Situs Web Resmi Pemerintah Kabupaten Manggarai
Penerapan e-government di Kabupaten Manggarai diwujudkan melalui pemanfaatan
situs web resmi pemerintah daerah sebagai sarana penyediaan informasi publik dan komunikasi
dengan masyarakat. Berdasarkan hasil observasi, situs web tersebut telah memuat sejumlah
informasi dasar, seperti profil daerah, struktur organisasi perangkat daerah, berita kegiatan
pemerintahan, serta beberapa dokumen pendukung. Keberadaan situs web ini memperlihatkan
adanya komitmen pemerintah daerah dalam mengadopsi teknologi informasi sebagai bagian
dari penyelenggaraan pemerintahan modern.
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Namun demikian, hasil penelitian memperlihatkan bahwasanya pemanfaatan situs web
sebagai instrumen e-government belum sepenuhnya optimal. Informasi yang disajikan masih
bersifat umum dan belum seluruhnya mencerminkan kebutuhan informasi publik yang bersifat
strategis, seperti keterbukaan data program, anggaran, dan kinerja pemerintah daerah. Selain
itu, pembaruan informasi belum dilakukan secara konsisten, sehingga sebagian konten yang
tersedia tidak mencerminkan kondisi terkini.

Temuan ini sejalan dengan pandangan Indrajit (2006) yang menyatakan bahwasanya
kesuksesan e-government tidak sekadar ditentukan ketersediaan teknologi, tapi juga
kemampuan pemerintah dalam mengelola konten, proses, dan sumber daya pendukung secara
berkelanjutan. Dengan demikian, penerapan e-government di Kabupaten Manggarai masih
berada pada tahap penyediaan informasi dasar, belum sepenuhnya berkembang menuju e-
government yang interaktif dan responsif.

1. Dimensi Manfaat (Benefit)

Pada dimensi manfaat, penerapan e-government melalui situs web resmi Pemerintah
Kabupaten Manggarai telah memberikan kemudahan akses informasi bagi masyarakat.
Masyarakat tidak lagi sepenuhnya bergantung pada informasi konvensional melalui papan
pengumuman atau pertemuan tatap muka, melainkan dapat mengakses informasi pemerintahan
secara daring. Hal ini mencerminkan adanya nilai tambah dari penggunaan teknologi informasi
dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Namun, manfaat itu belum dirasakan merata oleh semua lapisan masyarakat. Hasil
wawancara memperlihatkan bahwasanya sebagian masyarakat belum memanfaatkan situs web
pemerintah secara optimal, baik karena keterbatasan literasi digital maupun minimnya
sosialisasi terkait keberadaan dan fungsi situs web tersebut. Akibatnya, manfaat e-government
masih lebih dirasakan oleh kelompok masyarakat tertentu yang memiliki akses dan
kemampuan menggunakan teknologi informasi.

Dalam perspektif Balanced E-Government Scorecard, dimensi manfaat menekankan
pada sejauh mana e-government bisa memberi nilai tambah untuk pemerintah serta masyarakat.
Temuan kajian ini memperlihatkan bahwasanya meskipun manfaat e-government sudah
muncul, nilainya masih terbatas dan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan transparansi
informasi publik secara komprehensif. Oleh karena itu, peningkatan kualitas dan relevansi
konten menjadi prasyarat utama untuk memaksimalkan manfaat e-government.

2. Dimensi Efisiensi (Efficiency)

Dimensi efisiensi berkaitan dengan kemampuan e-government dalam mempercepat
proses penyampaian informasi dan mengurangi ketergantungan pada prosedur birokrasi
konvensional. Hasil penelitian memperlihatkan bahwasanya situs web resmi Pemerintah
Kabupaten Manggarai berpotensi meningkatkan efisiensi penyampaian informasi publik,
karena informasi dapat diakses masyarakat tanpa wajib datang ke kantor pemerintah.

Namun, potensi efisiensi tersebut belum sepenuhnya terwujud. Hal ini diakibatkan
belum terintegrasinya layanan informasi dan pelayanan publik secara digital. Situs web masih
berfungsi dominan sebagai media informasi satu arah, belum berkembang menjadi platform
pelayanan publik yang memungkinkan proses administrasi dilakukan secara daring. Selain itu,
kendala teknis seperti gangguan jaringan dan keterbatasan pemeliharaan sistem turut
memengaruhi tingkat efisiensi penerapan e-government.
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Temuan ini menguatkan pandangan Holzer dan Kim (2003) yang menyatakan
bahwasanya efisiensi e-government sangat dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur dan
integrasi sistem. Tanpa dukungan teknis yang memadai, pemanfaatan teknologi informasi
justru berpotensi menimbulkan hambatan baru dalam pelayanan publik. Oleh karena itu,
peningkatan efisiensi e-government di Kabupaten Manggarai memerlukan penguatan
infrastruktur teknologi dan integrasi layanan digital antarperangkat daerah.

3. Dimensi Partisipasi (Participation)

Transparansi informasi publik jadi fokus utama pada kajian ini. Hasil penelitian
memperlihatkan bahwasanya situs web resmi Pemerintah Kabupaten Manggarai telah
menyediakan sejumlah informasi publik, namun tingkat transparansi yang dihasilkan masih
terbatas. Informasi yang disajikan belum sepenuhnya memenubhi prinsip keterbukaan, terutama
terkait pembaruan data, kejelasan informasi, dan kelengkapan dokumen publik.

Beberapa informasi penting, seperti laporan kinerja, program prioritas, dan penggunaan
anggaran, belum tersedia secara lengkap atau disajikan dalam format yang mudah dipahami
masyarakat. Kondisi ini memperlihatkan bahwasanya transparansi yang diwujudkan melalui
situs web masih bersifat formal, belum substantif. Transparansi formal ditandai dengan adanya
informasi, tetapi belum mampu memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Dwiyanto (2011), yang menyatakan
bahwasanya transparansi bukan hanya soal menyediakan informasi, tetapi juga memastikan
masyarakat mudah mengaksesnya dan pemahaman informasi oleh publik. Dengan demikian,
peningkatan transparansi e-government di Kabupaten Manggarai memerlukan pengelolaan
konten yang lebih sistematis, jelas, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

4. Dimensi Transparansi (Transparency)

Transparansi informasi publik jadi fokus utama pada kajian ini. Hasil penelitian
memperlihatkan bahwasanya situs web resmi Pemerintah Kabupaten Manggarai telah
menyediakan sejumlah informasi publik, namun tingkat transparansi yang dihasilkan masih
terbatas. Informasi yang disajikan belum sepenuhnya memenuhi prinsip keterbukaan, terutama
terkait pembaruan data, kejelasan informasi, dan kelengkapan dokumen publik.

Beberapa informasi penting, seperti laporan kinerja, program prioritas, dan penggunaan
anggaran, belum tersedia secara lengkap atau disajikan dalam format yang mudah dipahami
masyarakat. Kondisi ini memperlihatkan bahwasanya transparansi yang diwujudkan melalui
situs web masih bersifat formal, belum substantif. Transparansi formal ditandai dengan adanya
informasi, tetapi belum mampu memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat.

Temuan ini selaras dengan Dwiyanto (2011) yang mengatakan bahwasanya
transparansi tidak sekadar berhubungan dengan ketersediaan informasi, tapi juga dengan
kemudahan akses dan pemahaman informasi oleh publik. Dengan demikian, peningkatan
transparansi e-government di Kabupaten Manggarai memerlukan pengelolaan konten yang
lebih sistematis, jelas, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

5. Dimensi Manajemen Perubahan (Change Management)

Dimensi manajemen perubahan berkaitan dengan kesiapan organisasi pemerintah
dalam mengadopsi dan mengelola e-government. Hasil studi memperlihatkan bahwasanya
implementasi e-government di Kabupaten Manggarai masih menghadapi kendala pada aspek
sumber daya manusia dan kebijakan pendukung. Pengelolaan situs web masih bergantung pada
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jumlah SDM yang terbatas, sehingga pembaruan dan pemeliharaan konten belum dapat
dilakukan secara optimal.

Selain itu, belum adanya kebijakan internal yang secara khusus mengatur pengelolaan
e-government menyebabkan penerapan teknologi informasi belum terkoordinasi secara
menyeluruh. Setiap perangkat daerah cenderung berjalan sendiri dalam pengelolaan informasi,
sehingga integrasi dan konsistensi konten sulit tercapai.

Dalam perspektif Balanced E-Government Scorecard, manajemen perubahan menjadi
faktor penentu keberlanjutan e-government. Tanpa kesiapan SDM, dukungan kebijakan, dan
komitmen organisasi, penerapan e-government berisiko stagnan. Sebab itulah, penguatan
kapasitas aparatur dan penyusunan regulasi internal jadi prasyarat utama untuk
mengoptimalkan e-government di Kabupaten Manggarai.

Implikasi Penerapan E-Government terhadap Transparansi Informasi Publik

Secara keseluruhan, hasil penelitian memperlihatkan bahwasanya penerapan e-
government melalui situs web resmi Pemerintah Kabupaten Manggarai telah memberikan
kontribusi awal dalam mendukung transparansi informasi publik. Namun, kontribusi tersebut
belum optimal karena masih dihadapkan pada berbagai kendala, baik teknis, organisatoris,
maupun sosial.

Penerapan e-government yang belum optimal berimplikasi pada terbatasnya peran situs
web sebagai alat transparansi dan akuntabilitas publik. Tanpa pengelolaan yang baik, situs web
pemerintah berpotensi menjadi sekadar formalitas administratif, bukan instrumen strategis
dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan partisipatif.

Oleh karena itu, optimalisasi penerapan e-government perlu dilakukan secara
komprehensif melalui peningkatan kualitas konten, penguatan infrastruktur teknologi,
peningkatan kapasitas SDM, serta pengembangan fitur partisipatif. Dengan langkah-langkah
tersebut, e-government di Kabupaten Manggarai diharapkan mampu berfungsi secara efektif
sebagai sarana transparansi informasi publik dan mendukung terwujudnya tata kelola
pemerintahan yang baik.

KESIMPULAN

Penerapan e-government lewat situs web resmi Pemerintah Kabupaten Manggarai telah
memperlihatkan upaya awal dalam mendukung transparansi informasi publik, khususnya
melalui penyediaan akses informasi pemerintahan secara daring (online access). Namun, hasil
kajian memperlihatkan bahwasanya optimalisasi penerapan e-government belum sepenuhnya
tercapai karena masih ditemui keterbatasan pada aspek pembaruan informasi (information
updating), rendahnya partisipasi masyarakat (public participation), serta keterbatasan sumber
daya manusia dan dukungan kebijakan (organizational readiness). Berdasarkan analisis
menggunakan kerangka Balanced E-Government Scorecard, dapat disimpulkan bahwasanya
dimensi manfaat, efisiensi, partisipasi, transparansi, dan manajemen perubahan masih perlu
ditingkatkan secara terintegrasi agar e-government benar-benar berfungsi sebagai instrumen
strategis dalam menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
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Saran

Pemerintah Kabupaten Manggarai disarankan untuk memperkuat pengelolaan e-
government melalui peningkatan kapasitas aparatur (capacity building), penguatan regulasi
internal (policy support), serta optimalisasi pengelolaan konten situs web agar informasi publik
lebih lengkap, mutakhir, dan mudah dipahami masyarakat (user-friendly information). Selain
itu, perlu dikembangkan fitur interaktif guna mendorong partisipasi masyarakat (citizen
engagement) serta memperluas sosialisasi pemanfaatan layanan digital untuk meningkatkan
literasi digital publik (digital literacy). Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan
efektivitas e-government sebagai sarana transparansi informasi publik dan mendukung
terwujudnya good governance di tingkat pemerintahan daerah.
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